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Masalah Mess Pemda Lebong di Bandung
Tak Kunjung Kelar

LEBONG - Masalah mess milik Pemer-
intah Daerah (Pemda) Lebong vang be-
rada di Bandung, Jawa Barat, sepertinya
tak kunjung kelar.

Akibatnya, rencana Pemda Lebong
melelang mess ini untuk menambah
pendapatan asli daerah (PAD), tak lunjung
terealisasi dalam beberapa tahun ini.

Termasuk tahun ini mess yang awalnya
dibangun untuk warga Lebong menimba
ilmu di Bandung itu juga terancam gagal
dilelang.

Terancam batalnya lelang Mes Pemda
Lebong di Bandung, karena beberapa
faktor, mulai belum tuntasnya balik
mama dan penerbitan sertifikat di Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Bandung
dan juga belum ada keputusan dari
Bupati dan wakil Bupati terpilih terkait
nasib mess ini.

Kepala Bidang Aset, Badan Keuan-
gan Daerah (BKD) Lebong, Gundala,
SE mengaku sampai saat ini, ia belum
bisa memastikan Mes Pemda Lebong
di Bandung tetap dilelang atan tidak di
tahun ini.

Mengingat, ada pergantian Bupati dan
Wakil Bupati di Kabupaten Lebong yang
akan terjadi 2025 ini.

“Belum pasti juga (Lelang Mes Pemda
Lebongdi Bandung, red) beda pimpinan
akan beda kehijakan. Kita lihat, sepert
apakebijakan dari Bupati terpilih nanti,;”
kata Gundala, Senin, 20 Januari 2025.

Kemudian, sampai saat ini terang
Gundala, persyaratan lelang juga ada
yang belum tuntas, yaitu sertifikat tanah
yang belum juga proses balik nama.

Meski belum tuntas, proses balik nama
itu dipastikan akan tetap berlanjut di
BPN Bandung.

“Untuk balik nama, rencana kita akan
mengajukan gugatan kepada ahli waris
atau anak pemilik tanah yang saat ini,’
ujarnya.

Lanjutnya, gugatan itu bertujuan
untuk mendesak ahli waris agar maun
bersumpah di hadapan BPN Bandung,
bahwa tanah seluas 1 hektare beserta
bangunan itu sudah dijual kepada
Pemkab Lebong.

Pasalnya, jika ahli waris tidak ingin

bersumpah di depan BPN Bandung,
maka balik nama sertifikat tidak bisa
dilakukan.

“Rencana kita akan mengajukan gu-
gatan kepada ahli waris, agar mau ber-
sumpah di hadapan BPN. Supaya proses
balik nama sertifikat bisa dilakukan,’
tuturnya.

Terang Gundala, gugatan ini akan
dilakukan setelah ada petunjuk dari
pimpinan.

Mamun, rencana ini sudah dipersiap-
kan oleh Kuasa Hulum Pemkab Lebong.

“Kitaka akan ada perubahan Pimpinan
(Bupati dan Walkil Bupati, red) kita tidak
tau kebijakan bupati vang baru seperti
apa. Kita tunggu petunjuknya nanti sep-
ertj apa. Kalau kuasa hubum kita sudah
siap untuk mengajukan gugatan ini,”
terangnya.

Gundala menjelaskan, proses pener-
bitan sertifikat baru di BPN belum bisa
dilakukan, karena ada kendala.

Ahli waris, tidak mau menjalani
sumpah pengakuan bahwa tanah dan
bangunan saat ini menjadi Mes Pemda
Lebong di Bandung sudah dijual kepada
Pemkab Lebong.

Saat ini, Pemkab Lebong masih mencari
langkah, agar ahli waris ingin menjalani
sumpah di hadapan BPN Bandung.

Supaya, 8sertifikat tanah seluas 1 hek-
tare it bisa dilakukan proses balik nama.

“Kita masih mencari langkah terbaik,
agar proses balik nama ini bisa dilaku-
kan,” ujarnya.

Disampaikan Gundala, untuk proses
lelang tidak akan lama jika persoalan
sertifikat ini tuntas.

“Kalau sertifikat tuntas, proses lelang
bisa kita lakukan. Saat ini kita upayakan
persoalan sertifikat ini segera diatasi,"
tutupnya.

Untuk diketahui, sejumlah persyaratan
administrasi yang belum lengkap serta
harus dilakukannya kajian unmk pe-
nilaian harga vang teknisnya harus
melibatkan pihak ketiga.

Dalam halini Kantor Penilai Jasa Publik
[KIPP) setempat yang harus sesuai den-
gan lokasi aset yang hendak dilelang.

Termasuk penggunaan jasa Kantor
Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang
(KPENL) Bandung untuk pelaksanaan
lelangnya.

Sementara untuk nilai jualnya sendiri
sesuai hasil penilaian yang dilakukan
KJPP tahun 2023 berkisar Rpl4,3 miliar.

Namun tentunya harus dilakukan
penilaian kembali di tahun 2024 ini
karena bisa saja nilainya telah mengalami
perubahan, bisa naik atau turun tergan-
tung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) serta
kondisi asetnya.

Diketahui, aset mess Pemkab Lebong
itu berupa 5 unit gedung yang dibangun
di atas lahan seluas 1 hekrare.

Seluruh aset, baik lahan maupun
bangunan terpecah dalam 8 sertifikat
kepemilihan.

Sementara 4 dari 8 sertifikat itu saatini
tidak dalam penguasaan Pemkab Lebog
dengan dalih tercecer.

Pada 5 unit gedung itu terdapat 19
kamar. Namun 15 kamar sudah dalam
kondisi rusak berat.

Pembangunan mess pemda itu awalrya
dimaksudkan sebagai tempat tinggal
bagi warga Lebong vang menempuh
pendidikan tinggi di Bandung.

Namun faktanya tidak ada warga
Lebong yang berminat menempatinya
karena kondisinya yang tidak terawat.

Dilansir sebelumnya, sesuai ide bupati
uang hasil penjualan aset tak bergerak
itu akan digunakan untuk membangun
rumah singgah di dekat RSUD M Yu-
nus, Kota Bengkulu. Fasilitasnya bisa
dinikmati oleh masyarakat ketika ada
keluarga yang menjalani pengobatan
di Kota Benglulu. (eng)



